BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR < TAHUN 2021
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

i,

2.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

!



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5409);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);
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16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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24.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

25.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

26.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 12);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);




32.Peraturan Menteri Keuangan Nomor
206 /PMK.07/2020 tentang Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1558);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5
Tahun 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas
(PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);

34.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Seri E Nomor 2);

35.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai  Politik (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Seri E Nomor 03);

36.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian
Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007
Nomor 6);

37.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4);

38.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);

39.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2019 Nomor 3);



Menetapkan
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40.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8

41.

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8);
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah
Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2020 Nomor 2);

42. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 36)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020
tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Bupati
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2020 Nomor 42).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.




Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa
laporan keuangan memuat :

a.

I R

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan
badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.766.329.560.607,17
b. Belanja dan transfer Rp. 1.696.582.528.684,59
Surplus Rp 69.747.031.922,58
c. Pembiayaan
— Penerimaan Rp. 141.915.456.376,76
- Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Netto 141.915.456.376,76
Sisa lebih Pembiayaan
Anggaran Sebelum
Koreksi Rp. 211.662.488.299,34
Koreksi Sisa lebih
Pembiayaan anggaran Rp. 0,00

Sisa lebih Pembiayaan
anggaran (Setelah
Koreksi) Rp. 211.662.488.299,34

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan
sejumlah Rp. 10.999.487.949,66 (Sepuluh Milyar
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta
Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan
Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh
Enam Sen) dengan rincian sebagai berikut :




1. Anggaran
Pendapatan
Setelah Perubahan Rrp.  1.755.330.072.657,51
2. Realisasi Rp. 1.766.329.560.607,17
Selisih lebih Rp. 10.999.487.949,66

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan
transfer sejumlah Rp. 200.630.988.015,48 (Dua
Ratus Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan
Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Belas
Rupiah Empat Puluh Delapan Sen) dengan rincian
sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja
dan transfer Setelah

Perubahan Rp. 1.897.213.516.700,07
2. Realisasi Rp. 1.696.582.528.684,59
Selisih Kurang Rp. (200.630.988.015,48)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumlah Rp. 211.630.475.965,14 (Dua Ratus
Sebelas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat
Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus
Enam Puluh Lima Rupiah Empat Belas Sen) dengan
rincian sebagai berikut :

1. Anggaran
Surplus/Defisit
Setelah Perubahan Rrp. (141.883.444.042,56)
2. Realisasi Rp. 69.747.031.922,58
Selisih Lebih Rp. 211.630.475.965,14

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah Rp. 32.012.334,20 (Tiga
Puluh Dua Juta Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tiga
Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Sen) dengan
rincian sebagai berikut :

1. Anggaran
Penerimaan
Pembiayaan
Setelah Perubahan  Rrp.  141.883.444.042,56
2. Realisasi Rp. 141.915.456.376.76
Selisih Lebih Rp. 32.012.334,20

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian
sebagai berikut :




f.

1.
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Anggaran

Pengeluaran

Pembiayaan Setelah

Perubahan Rp.
. Realisasi Rp.

Selisih Rp.

0,00
0,00
0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto
sejumlah Rp. 32.012.334,20 (Tiga Puluh Dua Juta
Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat
Rupiah Dua Puluh Sen) dengan rincian sebagai

berikut :

1. Anggaran
Pembiayaan Neto
Setelah Perubahan Rp.

2. Realisasi Rp.
Selisih Lebih Rp.

141.883.444.042,56

141.915.456.376,76
32.012.334,20

Selisih anggaran dengan realisasi Koreksi Sisa
Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sejumlah Rp.

0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1

Anggaran Koreksi
Sisa Lebih/Kurang

Pembiayaan
Anggaran Setelah
Perubahan Rp.
. Realisasi Rp.
Selisih Rp.
Pasal 4

0,00
0,00

0,00

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai
berikut :

a. Saldo anggaran lebih

b.

awal

Rp.

Penggunaan

Saldo
lebih

anggaran
sebagai

Penerimaan

Pembiayaan

Tahun Berjalan
Subtotal

Rp.

141.883.444.042,56

(141.883.444.042,56)

Rp.

0,00




11

c. Sisa Lebih/Kurang

Pembiayaan

Anggaran Rp. 211.662.488.299,34
d. Koreksi Kesalahan

Pembukuan Tahun

Sebelumnya Rp. 0,00
e. Koreksi Kesalahan

Pembukuan Tahun

Berjalan Rp. 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih
Akhir Rp. 211.662.488.299,34
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf ¢ per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 4.211.724.139.658,96

b. Jumlah Kewajiban Rp. 20.175.167.130,03

c. Jumlah Ekuitas Rp. 4.191.548.972.528,93
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.610.217.903.901,17
b. Beban Rp. 1.501.544.995.043,33

Surplus dari

operasional Rp. 108.672.908.857,84
c. Defisit dari kegiatan

non-operasional Rp. (34.726.654.275,995)

Surplus sebelum pos

luar biasa Rp. 73.946.254.581,89

Pos luar biasa Rp. 0,00
e. Surplus Laporan

Operasional Rp. 73.946.254.581,89

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per 1

Januari 2020 Rp. 141.945.670.514,56

§
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. Arus kas bersih dari

aktivitas operasi
Arus kas bersih dari
aktivitas investasi

. Arus kas bersih dari

aktivitas pendanaan
Arus kas bersih dari
aktivitas transitoris
Koreksi saldo awal kas
. Saldo akhir kas

. Koreksi saldo akhir
kas

Saldo akhir setelah
koreksi (catatan)
Saldo akhir kas di
Bendahara Umum
Daerah

Saldo akhir di
Bendahara
Pengeluaran Satuan
Kerja Perangkat
Daerah

Saldo akhir di
Bendahara
Penerimaaan Satuan
Kerja

Perangkat Daerah

. Saldo akhir kas Badan
Layanan Umum
Daerah

. Saldo akhir di

Bendahara Kapitasi
Saldo akhir kas
lainnya

. Saldo akhir di

Bendahara Bantuan
Operasional Sekolah
(termasuk utang
Perhitungan Fihak
Ketiga)

Saldo akhir kas 31
Desember 2020

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

307.351.136.671,16
(237.604.104.748,58)
32.012.334,20

(36.862.049,00)
0,00

211.687.852.722,34

0,00

211.687.852.722,34

188.352.476.694,58

0,00

222.991,74

17.615.707.722,20

33.139.550,28

27.633.970,95

5.658.671.792,59

211.687.852.722,34
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Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas awal Rp. 3.659.254.748.853,18
b. Surplus Laporan

Operasional Rp. 73.946.254.581,89
c. Dampak Kumulatif

perubahan

kebijakan kesalahan

mendasar Rp. 458.347.969.093,86
d. Ekuitas Akhir Rp. 4.191.548.972.528,93

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas
pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran, terdiri
atas:

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi
anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan
organisasi;

Lampiran [.2 : Rincian laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;
Lampiran [.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan; dan
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Lampiran 1.4

Lampiran Il
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII :

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Lampiran XVII :
Lampiran XVIII:

Lampiran XIX

Lampiran XX

Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi
dalam  kerangka
keuangan negara;
Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih;

Neraca;

pengelolaan

Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas;
Catatan atas Laporan Keuangan;
Daftar rekapitulasi piutang
daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan
piutang tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir
dan penyisihan dana bergulir;
Daftar penyertaan modal
(investasi) daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi
penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;
Daftar rekapitulasi konstruksi
dalam pekerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Daftar dana cadangan daerah;
Daftar kewajiban jangka pendek;
Daftar kewajiban jangka panjang;
Daftar kegiatan-kegiatan yang
belum diselesaikan sampai akhir
tahun dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran
berikutnya;

Ikhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah /Perusahaan
Daerah
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Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Daerah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo.

Ditetapkan di |rSitubondo |
pada tanggal k1 0 AUG 2021

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal |10 AUG 207
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

<

SYEFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR &,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR: 111-2/2021



